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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
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2. Tim Pelaksana  

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 
Instansi 

Asal 

Alokasi 
Waktu 
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3. Objek Penelitian : Badan Usaha Perkeretaapian 

4. Masa Pelaksanaan  

Mulai  : Agustus 2017  

Berakhir  : Juli 2018 

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang  

    a. Tahun ke-1 : Rp  124.680.000,00 

6. Lokasi Penelitian : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Republik     

Indonesia 

7. Instansi lain yang terlibat Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Republik  

Indonesia, sebagai instansi yang akan menentukan badan usaha yang seperti apa yang 

harus dipenuhi untuk menjadi badan usaha perkeretaaapian. 

8. Temuan yang ditargetkan : 
 

No  Permasalahan yang ditemukan  Solusi yang ditawarkan 
1 Belum adanya standar minimal 

untuk menjadi Badan Usaha 
Perkeretaapian 

Adanya standar minimal untuk menjadi 
Badan Usaha Perkeretaapian  

2 Belum adanya kepastian hukum 
terhadap syarat minimal untuk 
menjadi badan usaha 
perkeretaapian 

Adanya kepastian hukum terhadap syarat 
minimal dalam pembentukan badan usaha 
perkeretaapian. 

 

9. Kontribusi mendasar pada bidang ilmu : 

Standar minimal badan usaha perkeretaapian merupakan hal yang sangat penting dan 

mendasar yang harus diketahui oleh suatu badan usaha yang akan menginvestasikan 

dananya di bidang perkeretaapian, sehingga badan usaha dapat mengukur 

kemampuannya untuk menjadi badan usaha perkereraapian.  Diharapkan dengan 

adanya Standar minimal maka hanya badan usaha yang benar-benar mampu yang 

akan menjadi badan usaha perkeretaapian. 
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10. Jurnal  ilmiah yang menjadi sasaran untuk memuat hasil penelitan ini dalam Jurnal 

Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk 

tahun 2018. 

 

11. Rencana luarannya adalah diterbitkannya buku mengenai badan usaha 

perkeretaaapian pada tahun 2019. 

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan 

No 
Jenis 

Luaran 

Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS1) 
TS+1 TS+2 

1 Artikel ilmiah 
dimuat di jurnal2)

 

Internasional bereputasi      
Nasional Terakreditasi   √   
Nasional tidak terakreditasi      

2 Artikel ilmiah 
dimuat di prosiding3)

 

Internasional Terindeks      

Nasional    √  

3 Invited speaker 
dalam temu ilmiah4)

 

Internasional      

Nasional      
4 Visiting Lecturer5)

 Internasional      

5 Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)6)

 

Paten      

Paten sederhana      

Hak Cipta      

Merek dagang      

Rahasia dagang      

Desain Produk Industri      

Indikasi Geografis      

Perlindungan Varietas 

Tanaman 
     

Perlindungan Topografi 
Sirkuit Terpadu 

     

6 Teknologi Tepat Guna7)      

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ 
Rekayasa Sosial8) 

     

8 Buku Ajar (ISBN)9)    √  

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)      
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RINGKASAN  

 

Landasan penelitian ini adalah bahwa belum adanya standar minimal untuk membuat 

badan usaha untuk kegiatan perkeretaapian, tetapi di sisi lain kereta api adalah 

merupakan moda transportasi massal yang sangat diminati oleh masyarakat di negara 

tercinta Indonesia ini. Kereta api adalah moda yang dapat menghubungkan antar 

wilayah dan propinsi dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan angkutan darat 

lainnya. 

Dalam kenyataannya badan usaha perkeretaapian masih dimonopoli oleh PT KAI, 

yang berakibat tidak ada tolak ukur untuk peningkatan layanan sebagaimana moda 

angkutan darat atau udara yang tidak hanya dimonopoli oleh satu badan usaha.  

Untuk peningkatan pelayanan tersebut pemeritah perlu untuk membuat suatu syarat 

minimal kelayakan suatu badan usaha perkeretaapian dengan tujuan ke depan tidak 

hanya dimonopoli oleh PT KAI. 

Penelitian ini sangat penting untuk menentukan syarat minimal mengajukan badan 

usahha perkeretaapian, sehingga apabila ada tolak ukur atau kepastian hukum bagi 

badan usaha yang akan bergerak di bidang perkeretaapian. 

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai badau usaha 

perkeretaapian tetapi secara teknis belum ada pelaksanaannya.  

Sedangka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran atas syarat 

minimal untuk membuat badan usaha perkeretaaapian.  

Permasalahan yang ditemukan adalah apakah syarat minimal untuk dapat membuat 

badan usaha perkeretaapian. 

Tujuannya adalah bahwa adanya tolakukur atau syarat minimal di dalam membuat 

badan usaha perkeretaapian.  Indikator luaran yang akan dicapai adalah adanya 

peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hak ini dari Kementerian 

Perhubungan dalam hal ini Direktirat Jenderal Perkeretaapian, mengenai syarat 

minimal dari badan usaha perkeretaapian. Rencana target adalah menghasilkan 

publikasi jurnal nasional terakreditasi. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Perkeretaapian sebagai salah satu alat transportasi nasional, memiliki karakteristik 

pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri. Moda transportasi kereta 

api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian. Transportasi kereta api perlu dikembangkan potensinya dan 

ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun 

internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan 

nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

 Untuk dapat mengakhiri era monopoli penyelenggaraan perkeretaapian di 

Indonesia, maka Pemerintah mendorong kontribusi Pemerintah Daerah dan Swasta 

untuk terlibat dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Kedepan terdapat badan 

usaha yang berperan serta dibidang perkeretaapian. Pemerintah sebagai regulator 

akan menseleksi dan mengevaluasi badan usaha yang terlibat dalam 

penyelenggaraan perkeretaapian.  

Dalam perjalanan penyelenggaraan perkeretaapian bersifat monopoli alamiah. 

Monopoli alamiah ini didasarkan pertimbangan atas masifnya kebutuhan 

pendanaan bagi penyelenggara perkeretaapian. Implikasinya, tidak banyak badan 

usaha tertarik dan berminat untuk menjadi penyelenggara perkeretaapian di 

Indonesia. Masih terbatasnya badan usaha baru yang berperan serta dalam 

penyelenggaraan perkeretaapian pasca delapan tahun legislasi Undang-Undang 

Perkeretaapian menjadi urgensi bagi upaya untuk mendorong keterlibatan 

Pemerintah Daerah dan Swasta.  

Namun, penyelenggaraan perkeretaapian membutuhkan pendanaan yang masif dan 

syarat lainnya yang berbeda dalam pembentukan badan usaha pada umumnya, 

sehingga prinsip kehati-hatian diperlukan untuk menetapkan badan usaha 

penyelenggara perkeretaapian. Perizinan dapat menjadi instrumen bagi pemerintah 

untuk menjalankan pembinaan dan pengendalian badan usaha penyelenggara 

perkeretaapian. Perizinan ini dapat menjadi mekanisme pengujian kesesuaian dan 

kepantasan atau fit and proper bagi badan usaha untuk menyelenggarakan 
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prasarana dan/atau sarana perkeretaapian umum maupun menyelenggarakan 

perkeretaapian khusus. 

Penerapan prinsip kehatian-hatian dalam penentuan persyaratan bagi badan usaha 

penyelenggara perkeretaapian memiliki manfaat berikut. Wujud tanggung jawab 

Pemerintah untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian agar setiap 

badan usaha memahami risiko bisnis sebagai penyelenggara perkeretaapian. Hal 

tersebut di atas menjadi urgensi bagi perlunya kajian untuk merumuskan 

persyaratan badan usaha penyelenggara perkeretaapian umum . 

 

 

BAB 2.  RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI 

 

Rencana Induk Penelitian Strategis dan Pengabdian Masyarakat (RIPSPM) UMY 

merupakan terjemahan visi dan misi UMY ada tingkat kebijakan strategis dan 

operasional di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Tujuan dari RIPSPM 

adalah memberikan panduan umum bagi seluruh sivitas akademika UMY di dalam 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar 

mendapatkan hasil yang berkualitas dan memiliki dampak yang kuat untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun masyarakat yang 

berbudaya luhur dan berkahlaqul karimah, memperkuat masyarakat sipil, 

mendukung proses demokratisasi, serta mencerdaskan kehidupan kebangsaan. 

RIPSPM UMY disusun selaras dengan program pembangunan nasional, khususnya 

yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Republik Indonesia 2005-2024 maupun agenda MDGs (Millenium Development 

Goals). Oleh karena itu, LP3M UMY sebagai unit kerja yang secara khusus 

menangani bidang penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat menaruh 

perhatian terhadap masalah-masalah pokok agenda masyarakat dunia saat ini, 

termasuk masalah keamanan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, sumber daya 

manusia, lingkungan hidup, sumber daya alam, pendidikan, dan kelompok 

marginal. Untuk itu, spirit yang terangkum dalam RIPSPM adalah untuk 

meningkatkan pencapaian manusia Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan 
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teknologi; mempromosikan perdamaian, demokrasi, kesetaraan gender dan keadilan 

sosial; mendorong terwujudnya kedaulatan bangsa di bidang budaya, sosial, 

ekonomi dan politik; serta membangun mayarakat Indonesia yang berkarakter dan 

berakhlaqul karimah yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, kabangsaan, dan 

kemanusiaan. 

RIPSPM hadir untuk merespons tantangan dan kebutuhan masyarakat global. 

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis, berada diantara dua 

samudra dan dua benua. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan pasar potensial 

bagi pelaku perdagangan dunia. Keunikan dan keragaman budaya di Indonesia 

bahkan menjadi daya tarik sendiri bagi bangsa-bangsa lain dari pelbagai belahan 

dunia, dan karena itu sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggul di 

beberapa wilayah di Indonesia. Di sisi yang lain, tantangan dari globalisasi juga 

semakin besar dan harus diresposn secara sistematis dan komprehensif. Memasuki 

era Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang ditandai dengan semakin kompetitifnya 

produksi dan perdagangan di kawasan Asia, mengharuskan Negara Indonesia 

Republik Indonesia lebih siap dengan sumber daya manusia yang kompetitif, sistem 

produksi yang kuat, system persaingan yang sehat, ketersediaan infrastruktur yang 

mendukung baik di darat, udara maupun lautan, serta system birokrasi yang efisian 

dan akuntable. Selain itu, konflik di tingkat global serta kesenjangan antara negara-

negara besar dan negara-negara kecil, menjadi masalah tersendiri bagi keagaman 

dunia. Dalam konteks inilah UMY merumuskan isu-su strategis yang menjadi 

tema-tema penelitian dosen. Dengan mentasbihkan diri sebagai kampus yang 

Unggul dan Islami, UMY juga terus mencoba menggali, menafsirkan, 

mengkontekstualisasikan, dan mengimplementasikan universalitas nilai-nilai 

Agama Islam yang unggul dan mencerahkan yang selaras dengan semangat 

kemanusiaan untuk memberikan ruh bagi perkembangan ilmu dan teknologi serta 

demi terbangunnya bangsa Indonesia yang berkeadaban. 
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Skema Rencana Induk Peneltian UMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta-jalan (roadmap) penelitian Program Studi Ilmu Hukum UMY tahun 2014-2020 

terdiri atas dua bagian, yakni tabel perumusan topik riset, dan fishbone diagram 

penelitian unggulan jurusan/prodi. 

Tabel 1. Perumusan topik riset unggulan Program Studi Ilmu Hukum UMY 

Isu strategis Konsep pemikiran Penyelesaian masalah Topik riset yang diperlukan Tahun*) 

Penegakan Dan 
Kesadaran Hukum 

1. Rendahnya integritas 
moral penegak hukum 

 

1.1 Penguatan 
pendidikan tinggi 
hukum 

1.2 Penguatan etika 
profesi penegak 
hukum 

1.1.1 Pendidikan tinggi 
hukum 

1.2.1 Peran etika profesi 
hukum 

1.2.2 Sistem pengawasan 
profesi hukum 

 

2. Banyaknya pelanggaran 
terhadap Peraturan 
perundang-undangan  

 

2.1    Penguatan sistem 
hukum 
 

2.1.1 - sistem hukum 
          - substansi hukum 
          - struktur hukum 
          - budaya hukum 

 

3. Intervensi politik 
terhadap penegakan 
hukum 

3.1   Penguatan sistem 
check and balances 

         Lembaga negara 
3.2.   Peningkatan 

kesadaran etika 
politik 

3.1.1   Kelembagaan negara 
3.1.2   Sistem pemerintahan 

pusat dan daerah 
3.1.3   Otonomi daerah 
3.2.1   Etika politik 

 

4. Terjadinya tumpang 4.1. Peningkatan kualitas 4.1.1 prolegnas dan  

Draft RIP 

Kebijakan Senat 

Keputusan Rektor 

Evaluasi Berkala 

RIP 

Bidang Unggulan: 
1. Lingkungan dan Bencana 
2. Teknologi Berkelanjutan 
3. Konflik dan Perdamaian 
4. Hukum dan Ekonomi Syariah 
5. Kesehatan 
6. Manajemen Publik 

RIP UMY 2015 

2018 

2020 

2023 

2025 

RND 

Teknologi

/Produk 

Pasar 
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tindih/ketidak sinkronan 
peraturan 
 

prolegnas dan 
prolegda 

4.2. Sinkronisasi peraturan 
perundangan 

prolegda 
4.2.1 sinkronisasi peraturan 
4.2.2 harmonisasi peraturan 

5. Penegakan sistem 
peradilan yang 
berkualitas 

5.1 Adanya konsep 
restorative justice 

5.2.  Penguatan sistem 
peradilan 

5.3.  Penegakan hukum 
berperspektif HAM 

5.1.1 perlindungan anak 
5.2.1 sistem  peradilan 
5.3.1 hak-hak asasi manusia 

 

*)Tidak harus urut tahun, kronologis pelaksanaan terlihat pada fishbone diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fishbone diagram riset unggulan Prodi Ilmu Hukum UMY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Terwujudnya Harmonisasi Penegakan dan Kesadaran Hukum 
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BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Moda transportasi kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

tentang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang Tentang 

Perkeretaapian maupun peraturan dibawahnya belum ada yang menjelaskan 

secara rinci mengenai syarat minimal untuk membuat badan usaha 

perkeretaapian. Dan dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2015 mengatur 

tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Bidang Usaha di Bidang Transportasi. 

Sesuai dengan dasar pertimbangannya, Permenhub Nomor 45 Tahun 2015 ini 

bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi, diperlukan 

pengaturan mengenai kewajiban kepemilikan modal badan usaha di bidang 

transportasi. Pasal 3 Permenhub Nomor 45 Tahun 2015 mengatur mengenai 

modal disetor yang mencakup ketentuan sebagai berikut: 1) Modal disetor 

merupakan modal minimal yang harus tersedia untuk kelangsungan usaha; dan 

2) Modal disetor harus tercantum dalam neraca awal yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik Terdaftar. 

 Selama ini yang dapat menjadi penyelenggara dalam penyelenggaraan 

perkeretaapian adalah Badan Usaha, yang  meliputi : a) BUMN; b) BUMD; 

dan c) Badan hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk badan usaha 

perkeretaapian. Pasal 1 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengertian BUMN 

adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.  

BUMN diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :  

1. Perum  

BUMN yang seluruh modalnya milik negara, modal tidak terbagi atas 

saham. Perum adalah seluruh modalnya adalah dari negara dan modalnya 

tidak terbagi menjadi saham-saham sehingga merupakan satu kesatuan 

utuh yang tidak bisa dibagi-bagi 
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2. Persero       

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 

saham atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara dengan tujuan mencari 

keuntungan. BUMN yang berbentuk Persero, modalnya terbagi dari saham 

dan negara paling sedikit harus memiliki paling sedikit 51%, dengan 

tujuan untuk mencari keuntungan, sehingga saham lainnya boleh dimiliki 

oleh badan usaha lain ataupun perorangan. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

Fokus penelitian ini adalah persyaratan minimal sebuah badan usaha dalam 

penyelenggaraan perkerataapian. Penetapan standar minimal bagi badan usaha dalam 

penyelenggaraan perkerataapian merupakan upaya untuk menentukan kualifikasi badan 

usaha yang akan melakukan usaha di bidang penyelenggaraan perkeretaapian di 

Indonesia.  Peran badan usaha dalam bidang perkerataapian sangat penting untuk 

membantu pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Penentuan standar 

minimal badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian ini sangat penting untuk 

digunakan dalam penyelekseian dan evaaluasi badan usaha yang terlibat dalam 

penyelenggaraan perkeretaapian. 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normative dan 

metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative dilakukan untuk 

menelusuri dan mengkaji dasar-dasar pengaturan bidang perkeretaapian di Indonesia 

(ius constitutum). Selanjutnya hasil penelusuran akan digunakan untuk merumuskan 

pengaturan yang ideal (ius constituendum) untuk badan usaha yang dapat terlibat dalam 

penyelenggaraan perkeretaapian. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengamati 

dan melihat keterlibatan badan usaha dalam bidang perkerataapian di Indonesia. Hal 

yang akan diamati antara lain: karakteristik penyelenggaraan perkeretapaian; struktur 

kelembagaan penyelenggaraan perkeretaapian; dan indikator penilaian persyaratan 

badan usaha.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Alasan pemilihan 

metode penelitian ini adalah masalah penelitian ini tidak dapat dijawab hanya dengan 

satu metode, sehingga mixed method approach atau gabungan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Cresswell menjelaskan bahwa mixed methods approach menggunakan 

strategi penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara simultan atau berurutan 

untuk memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Metode pengumpulan 

data menggunakan pengumpulan informasi numerik dan teks, sehingga data akhir 

merupakan informasi kuantitatif dan kualitatif (Cresswel, 2002). 

Kerangka Pemikiran Penelitian disajikan pada gambar 1 berikut. 
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Gambar 1 1. Kerangka Pemikiran 
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Tabel 1. Proses Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permasalahan Belum adanya standar minimal 
untuk membuat badan usaha 
untuk kegiatan perkeretaapian 

Belum adanya kepastian hukum 
terhadap syarat minimal untuk 
menjadi badan usaha 
perkeretaapian 

Tahun     
1  2 3  

Tahun 1 1 Kegiatan yang 
dilakukan 

Melakukan pendataan dan 
inventarisasi peraturan 
perundangan terkait badan 
hukum perkeretaapian 

Melakukan pengamatan 
terhadap praktek perijinan 
badan usaha penyelenggara 
perkeretaapian 

 2 Luaran Adanya syarat minimum untuk 
membuat badan usaha 
perkeretaapian 

Memastikan adanya syarat 
minumum untuk membuat 
badan usaha perkeretaapian 
yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

    Publikasi Ilmiah Jurnal 
NasionalTerakreditasi  

Tahun 2 1 Kegiatan yang 
dilakukan 

Melakukan analisis data 
kuantitatif dan kuantitatif untuk 
merumuskan persyaratan 
minimal, penilaian dan 
evaluasi terhadap badan usaha 
penyelenggara perkeretaapian 

 

 2 Luaran Standar Minimal Badan Usaha 
Penyelenggara perkeretaapian 

Publikasi Ilmiah Internasional 
Buku Ajar 

                                               
                                                   



 

 

17

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

5.1 Anggaran Biaya  
Rincian anggaran biaya yang diajukan selama 2 tahun dengan komponen seperti Tabel 2 

berikut. 

Tabel 2. Format Ringkasan Anggaran Biaya  

No Jenis Pengeluaran Tahun  

  Tahun 1 Tahun 2 

 Biaya Dasar Penelitian   

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, pengolah data, 

penganalisis data, (maksimum 30% dan 

dibayarkan sesuai ketentuan)  

44.640.000 44.640.000 

2 Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian 

ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan 

laporan, cetak, penjilidan, pulsa, internet 

30.780.000 16.670.000 

3 Pengumpulan Data dan Bahan  41.760.000 84.000.000 

4 Analisis dan pengujian  4.500.000 4.500.000 

 Biaya Tambahan Penelitian   

1 Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi 3.000.000  

2 Publikasi Internasional Tidak Terakreditasi  50.000.000 

3 Buku Ajar  30.000.000 

 Total anggaran per tahun 124.680.000 149.810.000 

 Total anggaran seluruhnya 274.490.000 
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5.2 Jadwal Peneliti 
Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk diagram palang (bar chart) sesuai rencana 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan selama 2 tahun disampaikan 

dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Jadwal Kegiatan 
No 

 

Jenis Kegiatan Tahun ke-1 Tahun ke-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Persiapan Peneltian                         

2 Penelusuran hukum 
dan literatur 

                        

3 Pengamatan                          

4 Pendokumentasian 
data 

                        

5 Penyusunan data                         

6 Analisis data                         

7 Laporan Penelitian 
tahun 1 

                        

8 Publikasi  Jurnal 
Nasional 
Terakreditasi 

                        

9  Penelusuran hukum                          

10 Pengujian 
efektivitas hukum 

                        

11 Analisis data 
kuantitatif dan 
kuantitatif  

                        

12 Perumusan 
persyaratan 
minimal, penilaian 
dan evaluasi 
terhadap badan 
usaha penyelenggara 
perkeretaapian 

                        

13 Penyusunan SOP                         

14 Persiapan membuat 
laporan akhir 

                        

15 Evaluasi penelitian                         

16 Laporan Akhir                         

17 Publikasi Seminar 
Internasional 

                        

18 Penyusnan Buku 
Ajar 
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